


ABSTRAK

Erza Eka Sari, 05 193 056, Program Studi [lmo Administrasi Megara, Fakuoltas
Hmu Sesial dan llmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skripsi: Proses
Formulasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kota Padang Tahun 2009, 98
halaman, 36 referensi,

Otonomi daerah memberikan peluang vang sehesar-besamya kepada daerah
unfuk  mereformas system  pemerintahannya, melaksanakan pembangunan  dan
memberikan pelavanan yang maksimal kepada masyarakar Untuk mewujudkan i
semua. salah sat hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah
daerah adalah mesalsh penyusunan anggaran terutama anggaran pendidikan. Sesuai
dengan Undang-Undang Mo, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
vang mengisyaratkan bahwa pemenntab dserah harus menyediakan anggaran untuk
pendidikan minimal 20% dan APBD termasuk belanja langsung dan belanja tidak
langsung. Untuk Kota Padang, anggaran pendidikan yang telah dialokasikan melebihi
batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat vaitu sehesar 43% dart total APBD. Hal
it menjade menarik untuk dieht dengan melihat bagmimana proses formulass
anpearan pendidikan tersebut dan fakior-faktor apa yang menjadi pertimbangan
pemerintah Kota Padang dalam menyusun anggaran pendidikan.

Untuk  menganalisis  permasalahan dalam  penslitian i, penealiti
menggunakan konsep kebiakan, kebijakan publik, proses formuelasi pervusunan
anggaran daerab, fakior-faktor yang merjadi pertimbangan dalam  penvusunan
anpearan daerab.  konsep kebiyakan angparan 20%: untuk sektor pendidikan
Pendekatan yany digunakan adalah  kulianf dengan tipe  deskriptif Proses
pengumpulan data dilabukan dengan mergpunakan wawancara dan dokumentasi
vang dilakukan dibeberapa instansi di hingkungan pemenntah Kota Padang Teknik
permmilthan imfarman vane digunakan adalah purposoe samming Data dianahisis
dengan menppenakan analiss etik dan ek

Fenelman i mendesknpsikan proses formulasi angparan pendidikan vang
dilakukan oleh Pemerintah kota Padang, Proses penvusunan anggaran pendidikan ni
mengace kepada Permendagri Moo 13 rahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuvangan Dacrah yang dimulai dan proses penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran{KU/A), penyusunan Priortas dan Flafon Anggaran Sementara (PPAS),
Dimana Priontas dan Plafon Angearan Sementara (PPAS) vang telab disusun oleh
Tim Angpgaran Pemerintah Dacrah harus dikonfirmasikan kepada Panitia Anggaran
Legislatif untuk kesesumannya dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Setelah
disusunnys Pricritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), tahapan selanjutnya
adalah mergpakan wewenang dan Eksekunf berupa persiapan Penerhitan Surat
Edaran, Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Angearan Satuan Kerja Perangka
Dacrsh (RKA SKPD) yang kemudian diajukan untuk menyvusun Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah (APBIY) Dari hasil analisis proses penvusunan anggaran
pendidikan tersebut diketahui  beberapa  faktor vang menjadi  pertimbangan
pemenntah Kota Padang dalam penyusunan anggaran pendidikan vaitu (1) Adanya
tekanan-tekanan Sosial dan Kondisi Ekonomi, (2) Adanya Pengaruh Tekanan-tekanan
dart Luar dan {3} Adanya Pengaruh Sifat-sifat Pribadi (Kepala Daerah)

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Angperan Pendidikan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Mo, 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang Ne. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintab Pusat dan  Daersh  membawa dampak
terhadap perubahan paradigma penvelenggaraan pemerintahan daerah termasuk di
dalamnya pengelolaan keuangan daerah. Melalui kedua undang-undang tersebut
pemerintah daerah diberi peluang untuk mereformasi sistem pemerintahannya.
melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. mengelola dan
memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah yvang dimilikinya berdasarkan
prinsip-prinsip demaokrasi. peran sera, prakarsa dan asparast masvarakat sendiri
atas dasar pemerataan dan keadilan, sera sesuai denpan kondisi, potensy dan
kerapaman daerah

Adapun kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah
kabupatenkota seperti yang teruang dalam UL No. 32 Tahun 2004 adalah
sebapai berikue !
1 Perencanaan pembangunan

Penyelenggaraan ketertiban umum

[

3. Penyediaan sarana dan prasarana umum

e

Penanganan bidang kesehatan

" Undang-Undang Mo, 32 Tuhun 2004, Pasal 13514



5 Penyelenggarzan pendidikan
6, Kependuduekan
Urusan wajib lainnyas vang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Berdasarkan kewenangan vang dimiliki oleh pemerintaban  daerah
lerscbut, maka bupati’walikota dan wakilnya berkewajiban untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pood govermance, memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat, memajukan dan mengubah daya saing
daerah, dan lainnya * Sejalan dengan hal tersebut, maka salah satu hal vang harus
mendapat perhatian khusus dan harus dikelola dengan seksama alch pemerintah
pusat dan daerzh adalah masalah penvusunan anggaran daerah. Hal ini disehabkan
owiput dari proses penyusunan anggaran memiliki dampak vang |uas. ridak hanya
bagi eksekuul dan legislatif di dacrah saja, tetapi juga dirasakan secara langsung
vleh masyarakat vang ada di daerah tersebit Melalur proses penvusunan
anggaran daerah imlah sewala kegiatan pemerintah daerab vanu akan dilaksanakan
dalam satu tahun anggaran ditetapkan khususnya vang terkan dengan masalah
penerimaan, belanja dan pembiayaan

Saat ini salah satu masalzh yvang sedang mengemuka dalam pPeEnyUsUnan
anggaran daerah tahun 2009 adalah masalah penetapan anggaran minimal 20%
dari APED Kab/Kota untuk sektor pendidikan Peningkatan Jumlah anggaran di
sektor pendidikan ini merupakan salah satu upava dari pemerintah untuk
meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat pendidikan merupakan hal vang

paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menciptakan

* Ikidd, Pasal 27 ayat 1
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BAB VI

PENUTUP

6.1 hesimpulan

Sesual dengan perumusan dalam penelitian in yvakn bagaimana proses
formulasi anggaran pendidikan dalam APBD Kota Padang Tahun 2009dan faktor-
faktor apa yang menjadi pertimbangannya, dapal disimpulkan bahwa proses
formulasi anggaran pendidikan di Kota Padang mengacu kepada Permendagri
Mo 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah vaitu
1. Pemyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Sebelum proses penyusunan KUA ini terlebih dahulu dilakukan proses
penjaringan aspirasi masyarakal Hal ini dilakukan agar apa vang menjadi
vebutuhan masyarakat dapat terpenuhi Setelah o barulah KLU A disusun
dengan beberapa pertimbangan vaitu memperhatikan kinerja masa lalu dan

kebijakan pemerintah pusat

0

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS merupakan operasionalisasi dari KUA. Dalam penyusunan anggaran
pendidikan ini, tidak semua program dan anggaran vang telah disusun oleh
Dinas Pendidikan akan masuk ke dalam daftar anggaran pendidikan, yang

diprioritaskan adalah program berkelamutan seperti Wajib Belajar 9 Tahun.

06



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Budiarjo, Miriam. 2006 Dasar-dasar Bow Poluck. Jakarta PT Gramedia Pustaka
Litama

Bungin, Burhan 2006 Metodology Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Raja
Cirafindo Persada.

fru‘.tﬁwt“. .|L'l-|'ll'!| 1'I"'II. 2':":'1 .Ir'iIE'.";E"ﬂH'I'_:g!f _||I_.,:|,|_|_',_|I;L‘r_rl| {;]“-(‘rll'”'””'ll.-r_l I.;r”_“r Eﬂ'ﬂ””.l;fl'.”.lil-"f
Approaches. Jakarta: KIK Pres-

Dunn, William N. 2002, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Yopvakarta:
Cradjah Mada University

[slamy, M. Irfan 1994, !’rin.wp—ﬁ'r.’.r?.'frl.’.' Ferumesam Kebifaksaracn Nepara,
Jakarta: Bumi Aksara

Kumorotomo, Wahyudi dan Erwan Agus Purwanto, 2005, Anggaran Berbass
Kerya Keonsep dan Apdikasona, Yogyakarta MADP UGM dan ADEKSL.

Mardiasmo  (fowcmr dan Manajemen Eenanear Doerah 20070 Yogyakara
Penerbit ANDI

Muoleong, Lexy 1 2005 Mersds Peoelivtan Kualivatif Fafise Hevisi, Bandung PT
Pemaja Rosdakarya.

Musgrave, Richard A dan Pegey B, 1991 Kenangan Nepara dalam Teor dan
Fraktek Jakarta: Penerbit Erlangaa.

Mazir, Mohammad. 2003 Mesade Penelivian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suhadak, dkk 2007, Paradigma Barm Pengelolaan Kewangan Daerah dalam
Pervusunan APBD dr Fra Otonomi. Malang: Bayumedia Publishing,

Sugiyono. 2006, Metode Penclivian Kuawiitarif, Kualitatif dan Ré&D. Bandung:
Alfabeta.

sumarte, Hetifah 51 2004, feovasi, Partisipasi, dan Good Geovernance: 1)
Prakarsa [novanf dan Partivipafy di Indonesi. Jakarta Yavasan Obor
Indonesia



